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Pendahuluan
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Pendahuluan

Demonstrasi besar-besaran mahasiswa, pelajar dan elemen masyarakat lainnya yang terjadi secara bersamaan di

berbagai Kota: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar dll, memberikan indikasi bahwa terdapat

permasalahan yang tidak hanya dianggap krusial tetapi juga universal bagi banyak orang. Namun terdapat beberapa

pertanyaan yang bisa kita ajukan menanggapi isu tersebut, yaitu sejauh apa demonstrasi tersebut mewakili aspirasi

masyarakat? Juga sejauh apa masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan terkait isu-isu yang dilantangkan

oleh para demonstran? Serta pertanyaan lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan beberapa hal yang berkaitan dengannya Lembaga Survei

KedaiKOPI menyelenggarakan dua studi: Telesurvei dan FGD. Telesurvei diselenggarakan oleh Lembaga Survei

KedaiKOPI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lebih jauh terkait kesetujuan dan ketidaksetujuan

publik terhadap tuntutan-tuntutan yang ada. Sedangkan FGD ini bertujuan mencari kedalaman terkait hal-hal di

balik persepsi publik tersebut. Kombinasi antara keduanya diharapkan dapat memberikan gambaran yang

mendalam terkait demonstrasi, segala tuntutannya di mata publik serta penyebab, risiko dan konsekuensinya,

sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait praktik demokrasi di Indonesia.
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Keterangan Umum Survei

Nama Kegiatan “Survei Kondisi Indonesia Terkini”

Tanggal Survei 28 - 29 September 2019

Metode Survei Telesurvei

Jumlah Responden 469 responden (response rate: 39,2% dari database 1.194 responden yang diwawancarai

face-to-face pada akhir Maret 2019)

Error Sampling +/- 4,53 % pada interval kepercayaan 95,0%

Desain & Analisa Data Lembaga Survei KedaiKOPI

Laporan Akhir Lembaga Survei KedaiKOPI
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Keterangan Umum Focus Group Dicussion

Nama Kegiatan “FGD Demonstrasi dan Dimensi Kepublikan di Sekitarnya”

Tanggal FGD 30 September 2019

Jumlah Informan/Partisipan 10 Orang

A – Peneliti dari Lembaga Riset Strategis

B – Pemimpin Redaksi

C – Pemimpin Redaksi

D - Jurnalis

E – Peneliti dan Analis Kebijakan dan Ekonomi dari Lembaga Riset Multinasional

F – Analis Social Network Analysis

G – Akademisi/Dosen

H – Akademisi/Dosen

I – Aktivis Hak Asasi Manusia

J – Budayawan
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Karakteristik
Sampel Survei



Jenis Kelamin & Kategori Usia
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50,7 49,3

Laki - laki Perempuan

Jenis Kelamin

2,8

49,7

36,2

11,3

Gen Z: <19 tahun

Gen Y / Milenial: 19 - 38 tahun

Gen X: 39 - 54 tahun

Baby Boomers: >55 tahun

Kategori Usia*

*Sumber: https://marketingartfully.com/customer-demographics-age-ranges-numbers/



Pendidikan Terakhir & Pekerjaan
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0,8

0,8

0,9

1,9

2,8

3,2

7,9

11,5

13,9

27,3

29,0

Pegawai Desa/Honorer

Pensiunan / purnawirawan

Tidak / belum bekerja

PNS / Guru / Dosen

Freelance / tidak tetap

Buruh lepas (buruh bangunan, buruh cuci, dll)

Pelajar / Mahasiswa

Petani / Nelayan

Karyawan swasta / BUMN

Berusaha sendiri / wiraswasta / pedagang

Ibu Rumah Tangga

Pekerjaan

5,5

17,3

23,7

43,9

3,4

5,8

0,4

Tidak tamat SD

Tamat SD Sederajat

Tamat SLTP Sederajat

Tamat SLTA Sederajat

Tamat D1/D2/D3

Tamat D4/S1

Tamat S2/S3

Pendidikan Akhir



SES Berdasarkan Pengeluaran Rata –Rata per Bulan
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4,9

11,3

13,9

19,4

29,6

20,9

SES E2: ≤Rp. 500.000

SES E1: Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000

SES D: Rp. 1.000.001 - Rp. 1.500.000

SES C2: Rp. 1.500.001 - Rp. 2.000.000

SES C1: Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000

SES AB: > Rp. 3.000.000

*Perhitungan pengeluaran rata-rata rumah tangga per bulan

melingkupi: makan, minum, sekolah, transport, listrik, air, pakaian. 

TIDAK termasuk tabungan, pembelian barang mewah/ elektronik, 

cicilan rumah



Provinsi
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0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,6

0,6

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,5

Kalimantan Utara

Kepulauan Bangka Belitung

Maluku Utara

Papua Barat

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Sulawesi Tengah

Bengkulu

Sulawesi Utara

DI Yogyakarta

Jambi

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

1,7

1,9

2,1

2,3

2,3

2,6

2,6

3,0

3,2

4,1

4,3

4,5

4,9

5,8

12,2

13,8

15,5

Bali

Riau

Sumatera Barat

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Timur

Aceh

Nusa Tenggara Barat

Papua

Sulawesi Selatan

Lampung

DKI Jakarta

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

Banten

Jawa Timur

Jawa Tengah

Jawa Barat



Suku Bangsa
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3,4

10,4

0,9

1,3

1,5

1,5

1,7

1,9

2,1

2,6

2,8

3,2

4,3

4,5

16,4

41,5

Tidak menyebutkan suku

Lainnya (Alor, Ambon, Cirebon, Flores, Makassar, Maluku, Padang, Palembang, Toraja, dsb)

Banjar

Ogan Ilir

Bali

Sasak

Betawi

Minangkabau

Aceh

Dayak

Batak

Melayu

Madura

Bugis

Sunda

Jawa
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Temuan:

RUU KPK



Persepsi Revisi UU KPK
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11,7

55,2

33,1

Menguatkan KPK Melemahkan KPK Tidak berpendapat

“Menurut Bapak/Ibu apakah revisi UU KPK menguatkan/melemahkan KPK?”

Basis: Seluruh responden (n=469)



Persepsi Revisi UU KPK
Berdasarkan Kategori Usia & Pemilih Jokowi di Pilpres 2019
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7,7

7,3

17,6

13,2

46,2

62,7

45,9

54,7

46,2

30,0

36,5

32,1

Gen Z: <19 tahun

Gen Y / Milenial: 19 - 38 tahun

Gen X: 39 - 54 tahun

Baby Boomers: >55 tahun

Berdasarkan Kategori Usia

Menguatkan KPK Melemahkan KPK Tidak berpendapat
18,4

48,3

33,3

Menguatkan KPK Melemahkan KPK Tidak berpendapat

Berdasarkan Pemilih Jokowi

“Menurut Bapak/Ibu apakah revisi UU KPK menguatkan/melemahkan KPK?”

Basis: Seluruh responden (n=469)



Persepsi Revisi UU KPK Menguatkan KPK (1)
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55,7

21,3
13,1

36,1

Hadirnya Dewan
Pengawas KPK yang

diangkat oleh Presiden

Status kepegawaian
penyidik sebagai ASN

(aparat sipil
negara/pegawai negeri)

Persetujuan dewan
pengawas untuk OTT

(Operasi Tangkap
Tangan)

Tidak tahu

“Menurut Bapak/Ibu, peraturan apa di dalam revisi UU KPK yang

berpotensi menguatkan KPK?” [Multiple answer]

Basis: Responden yang berpersepsi Revisi UU KPK menguatkan KPK (n=61)

10,0

6,7

6,7

16,7

23,3

36,6

Tidak beropini

KPK justru semakin kuat dengan adanya
Dewan Pengawas

Agar KPK tidak semena-mena

Presiden langsung mengawasi KPK

Perlu adanya pengawasan KPK

Percaya dengan kemampuan Joko Widodo

“Mengapa Bapak/Ibu menjawab hadirnya dewan pengawas berpotensi

menguatkan KPK?”

Basis: Responden yang menjawab hadirnya dewan pengawas berpotensi

menguatkan KPK (n=30)



Persepsi Revisi UU KPK Menguatkan KPK (2)
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33,3

66,7

Agar kinerjanya baik

Penyidik naik pangkat dan terjamin

“Mengapa Bapak/Ibu menjawab status kepegawaian penyidik sebagai ASN 

berpotensi menguatkan KPK?”

Basis: Responden yang menjawab status kepegawaian penyidik sebagai ASN 

berpotensi menguatkan KPK (n=3)

14,3

14,3

28,6

42,8

Tidak beropini

Pentingnya peran dewan pengawas

Harus ada peraturan untuk OTT dan legalitas

Agar KPK tidak seenaknya menangkap
sebelum ada bukti yang jelas

“Mengapa Bapak/Ibu menjawab persetujuan dewan pengawas untuk OTT 

berpotensi menguatkan KPK?”

Basis: Responden yang menjawab persetujuan dewan pengawas untuk OTT 

berpotensi menguatkan KPK (n=7)



Persepsi Revisi UU KPK Melemahkan KPK (1)
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53,9
44,0

30,4

1,0 0,5

20,9

Hadirnya Dewan
Pengawas KPK
yang diangkat
oleh Presiden

Persetujuan
dewan

pengawas untuk
OTT (Operasi

Tangkap
Tangan)

Status
kepegawaian

penyidik sebagai
ASN (aparat

sipil
negara/pegawai

negeri)

Meringankan
koruptor

Mengurangi
kewenangan

KPK

Tidak tahu

“Menurut Bapak/Ibu, peraturan apa di dalam revisi UU KPK yang

berpotensi melemahkan KPK?” [Multiple answer]

Basis: Responden yang berpersepsi Revisi UU KPK melemahkan KPK (n=191)

27,0

2,0

3,0

4,0

4,0

7,0

10,0

12,0

13,0

18,0

Tidak beropini

Dewan Pengawas akan mengatur KPK

DPR dan Pemerintah menjatuhkan KPK

Presiden melindungi orang sekitarnya

KPK menjadi tidak independen

Dewan Pengawas dikendalikan Presiden

Menguntungkan para koruptor

Tidak percaya kepada Dewan Pengawas dan
Presiden

Peraturan yang kontroversi

Kewenangan KPK dibatasi

“Mengapa Bapak/Ibu menjawab hadirnya dewan pengawas berpotensi

melemahkan KPK?”

Basis: Responden yang menjawab hadirnya dewan pengawas berpotensi

melemahkan KPK (n=100)



Persepsi Revisi UU KPK Melemahkan KPK (2)
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42,9

14,3

21,4

21,4

Tidak beropini

Penyidik harus independen

ASN akan diatur oleh atasannya

Peraturannya masih belum jelas

“Mengapa Bapak/Ibu menjawab status kepegawaian penyidik sebagai ASN 

berpotensi melemahkan KPK?”

Basis: Responden yang menjawab status kepegawaian penyidik sebagai ASN 

berpotensi melemahkan KPK (n=14)

19,3

6,5

12,9

16,1

22,6

22,6

Tidak beropini

DPR dan Pemerintah menjatuhkan KPK

KPK tidak lagi independen

OTT menjadi lama dan barang bukti bisa
dihilangkan

Kewenangan KPK dibatasi

Dewan Pengawas melemahkan KPK

“Mengapa Bapak/Ibu menjawab persetujuan dewan pengawas untuk OTT 

berpotensi melemahkan KPK?”

Basis: Responden yang menjawab persetujuan dewan pengawas untuk OTT 

berpotensi melemahkan KPK (n=31)



Temuan FGD –RUU dan Pelemahan KPK

Isu paling mayor dalam demonstrasi adalah terkait RUU KPK dan pelemahan KPK. Hal ini disebabkan korupsi adalah

survival ideas yang bertahan di kepala masyarakat ketika membicarakan parlemen, pemerintah dan lembaga elite

lainnya. Hal tersebut pula yang memantik demonstrasi secara eskalatif. Demonstrasi yang terjadi 30 September

memiliki fragmen yang lebih berwarna ketimbang yang terjadi pada 26 September. Hal tersebut menjadi indikasi

bahwa serangkaian demonstrasi mahasiswa dengan narasi utama menolak RUU KPK dan perlawanan terhadap

pelemahan KPK mendapatkan simpati dari masyarakat. Masyarakat secara luas menilai parlemen dan

pemerintahan sekarang adalah penjaga koruptor, di mana masyarakat menjadi marah atas pelemahan terhadap

KPK, TNI dan presiden. Terdapat indikasi kemenyerahan dalam politik Indonesia yang akhirnya mengakibatkan

adanya amuk dalam masyarakat.

Percakapan yang massif di media sosial khususnya twitter terkait RUU KPK dapat menjadi indikasi kejengahan atas

konten media arus utama yang terkooptasi dan termobilisasi. Sangat menarik jika media dianggap sebagai sumber

atau aktor yang harus dilihat tetapi masyarakat memilih kanal lain.
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Temuan:

RUU KUHP



Persepsi Penyegeraan Pengesahan RUU KUHP (1)
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11,9

59,1

29,0

Ya Tidak Tidak berpendapat

“Apa Bapak/Ibu setuju revisi UU KUHP segera disahkan?”

Basis: Seluruh responden (n=469)



Persepsi Penyegeraan Pengesahan RUU KUHP (2)
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22,7

1,1

1,1

1,4

2,2

2,2

2,2

2,9

3,2

4,0

4,7

6,1

7,6

18,4

20,2

Tidak beropini

Kriminalisasi

Mempersulit gerak wanita

Kurangnya sosialisasi

Pasal tentang ayam/ternak yang aneh

Kontroversial

Tidak sesuai dengan kondisi masyarakat

Terlalu banyak denda

Terkesan buru-buru

Mengekang kebebasan berpendapat

Kemunduran peradaban Indonesia

Harus dikaji ulang

Ikut-ikut saja kebanyakan orang tidak setuju

Terdapat pasal yang merugikan masyarakat

Terdapat pasal karet dan tidak masuk akal

“Mengapa Bapak/Ibu tidak setuju revisi UU KUHP segera disahkan?”

Basis: Responden yang tidak setuju revisi UU KUHP segera disahkan?” (n=277)

20,1

1,8

1,8

7,3

14,5

20,0

34,5

Tidak beropini

Agar tidak ada pasal karet

Agar hukum tidak tajam kebawah

KUHP lama sudah ketinggalan
zaman/warisan kolonial

Mendukung pemerintahan

Karena telah dikaji lebih jauh sebelumnya

Agar masyarakat lebih tertib dan taat hukum

“Mengapa Bapak/Ibu setuju revisi UU KUHP segera disahkan?”

Basis: Responden yang setuju revisi UU KUHP segera disahkan?” (n=55)



Persepsi Penyegeraan Pengesahan RUU KUHP
Berdasarkan Kategori Usia & Pemilih Jokowi di Pilpres 2019
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7,6

9,9

14,7

13,2

46,2

63,5

54,7

56,6

46,2

26,6

30,6

30,2

Gen Z: <19 tahun

Gen Y / Milenial: 19 - 38 tahun

Gen X: 39 - 54 tahun

Baby Boomers: >55 tahun

Berdasarkan Kategori Usia

Ya Tidak Tidak berpendapat 17,5

55,3

27,2

Ya Tidak Tidak berpendapat

Berdasarkan Pemilih Jokowi

“Apa Bapak/Ibu setuju revisi UU KUHP segera disahkan?”

Basis: Seluruh responden (n=469)



Persepsi Poin RUU KUHP
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“Apakah Bapak/Ibu setuju dengan:”

Basis: Seluruh responden (n=469)

3,6

5,5

25,6

87,6

86,6

60,8

8,8

7,9

13,6

Hukuman bagi pelaku korupsi di RUU KUHP yang
lebih rendah dari UU Tindak Pidana Korupsi?

Pasal pemidanaan gelandangan dengan denda
maksimal 1 juta rupiah

Hukuman terhadap pelaku aborsi tanpa pandang
bulu (walaupun ada alasan medis dan korban perkosaan)

SETUJU
TIDAK

BERPENDAPATTIDAK SETUJU



Temuan FGD –RUU KUHP

Demo kali ini adalah demonstrasi besar dengan narasi paling elit pasca reformasi, karena isu yang diangkat bukan

lagi tentang kenaikan BBM, atau isu ekonomi lainnya, melainkan salah satunya adalah perihal RUU KUHP yang

ditolak dengan kuat oleh banyak elemen. Gerakan perempuan menyuarak dengan tegas penolakan pengesahan RUU

KUHP tersebut. Isu seperti kebebasan seksual mewarnai pembahasan dan perdebatan karena RUU ini

mencantumkan isu aborsi. isu-isu tersebut merepresentasikan fragmen kelas sosial yang berbeda dengan tradisi

demonstrasi di Indonesia serta membangun simpul-simpul pergerakan baru.

RUU KUHP memberikan rasa keterancaman pada masyarakat karena terdapatnya pasal-pasal baru yang berisiko

mengekang dan menjerat banyak orang. Rasa keterancaman tersebut kemudian diperkuat dengan penangkapan

aktivis (catatan: Dandhy dan Ananda) pada periode yang berdekatan.

RUU KUHP memperkuat ketakutan atas superioritas negara. Lebih jauh ini akan membuat tingkat kepercayaan

mahasiswa terhadap presiden jatuh sebagai pengajunya. Hal yang membuat presiden harus diingatkan, terutama

ketika presiden cenderung hanya mendengarkan buzzer ketimbang opini publik.
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Temuan:

RUU KKS 
(Keamanan dan 

Ketahanan Siber)



Persepsi Aksesibilitas Internet
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25,4

62,7

11,9

Setuju Tidak setuju Tidak berpendapat

“Apakah anda setuju jika pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN) mencabut akses internet di sebuah daerah dalam kondisi tertentu?”

Basis: Seluruh responden (n=469)

19,8

66,5

13,7

Setuju Tidak setuju Tidak berpendapat

“Apakah Bapak/Ibu setuju Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) melakukan

deteksi atas lalu lintas internet atau penyadapan terhadap warga negara sipil?”

Basis: Seluruh responden (n=469)
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Temuan:
RUU Kontroversi

Lainnya



Persepsi Penyegeraan Pengesahan RUU MINERBA
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“Apakah Bapak/Ibu setuju:”

Basis: Seluruh responden (n=469)

19,4

19,6

48,8

53,1

31,8

27,3

Kemudahan memperpanjang periode kontrak karya perusahaan
tambang

Luas wilayah penambangan yang bisa ditambah

SETUJU
TIDAK

BERPENDAPAT
TIDAK SETUJU



Persepsi Penyegeraan Pengesahan RUU KETENAGAKERJAAN
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“Apakah Bapak/Ibu setuju:”

Basis: Seluruh responden (n=469)

10,9

16,8

71,8

63,8

17,3

19,4

Aturan tentang jumlah pesangon yang diberikan pengusaha
ketika mem-PHK karyawannya adalah maksimal 7 bulan gaji

Periode kontrak sebelum diangkat sebagai
pegawai tetap diperpanjang menjadi lima tahun

SETUJU
TIDAK

BERPENDAPAT
TIDAK SETUJU



Persepsi Penyegeraan Pengesahan RUU PERTANAHAN
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“Apakah Bapak/Ibu setuju:”

Basis: Seluruh responden (n=469)

11,3

16,6

76,8

70,0

11,9

13,4

Ancaman penjara bagi masyarakat yang
mempertahankan tanahnya dari pengusuran

Ancaman pidana 15 tahun dan denda 15 miliar pada orang
atau kelompok yang mengakibatkan sengketa lahan

SETUJU
TIDAK

BERPENDAPAT
TIDAK SETUJU



Persepsi Penyegeraan Pengesahan RUU PEMASYARAKATAN
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“Apakah Bapak/Ibu setuju:”

Basis: Seluruh responden (n=469)

4,7

5,5

84,4

87,0

10,9

7,5

Kelonggaran pemberian remisi dan
pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi

Narapidana berhak mendapatkan kegiatan rekreasional atau cuti
bersyarat

SETUJU
TIDAK

BERPENDAPAT
TIDAK SETUJU



Temuan FGD –RUU Minerba dan Lainnya

RUU Minerba akan sangat mempengaruhi investasi, terutama pada dua hal: 1. Ada satu pasal yang menyebutkan

tanah yang dikeruk untuk mining boleh dijadikan sarana rekreasi. Padahal peraturan global menjelaskan bahwa

lubang-lubang tersebut harus ditutup lagi. Investor tersebut padahal adalah anggota FCTA dan Global

Environmental Management yang menyaratkan mutlak hal tersebut. 2. RUU tersebut tidak mencantumkan illegal

mining, hal yang sangat sensitif di dunia investasi. Tentu tidak semua elemen masyarakat aware akan isu ini, tapi ini

berimplikasi pada sektor bisnis.

Mahasiswa dan masyarakat pada dasarnya tidak memberikan visi yang spesifik pasal-per-pasal, karena

serangkaian demonstrasi ini dapat dianggap telah melampaui tuntutan atas RUU-RUU tersebu. Hari ini demonstrasi

yang diikuti oleh mahasiswa dan pelajar adalah soal solidaritas. Sebagian setuju RUU Penghapusan Kekerasan

Seksual, sebagian menolak, tapi keduanya sama-sama menolak RUU KPK, mereka tetap turun ke jalan bersama.

Aksi solidaritas ini adalah salah satu wujud kejengahan bersama terhadap kinerja legislasi yang melibatkan

pemerintah dan parlemen.
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Temuan:
Aksi Demonstrasi

Mahasiswa



Persepsi Aksi Mahasiswa dan Pelajar
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3,8 3,2 5,3
10,7 9,8

21,1

46,1

1 2 3 4 5 6 7

“Dari skala 1 – 7 (1=sangat tidak setuju, 7= sangat setuju), Bagaimana

tingkat kesetujuan Bapak/Ibu terhadap aksi mahasiswa di DPR RI?”

Basis: Seluruh responden (n=469)

21,7
16,8 15,6

18,8

9,4 8,5 9,2

1 2 3 4 5 6 7

“Dari skala 1 – 7 (1=sangat tidak setuju, 7= sangat setuju), Bagaimana tingkat

kesetujuan Bapak/Ibu terhadap aksi pelajar SMK (STM) dan SMA di DPR RI?”

Basis: Seluruh responden (n=469)



Persepsi Tuntutan Aksi Mahasiswa
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“Apakah Bapak/Ibu setuju dengan tuntutan aksi mahasiswa di bawah ini? (1=Sangat tidak setuju; 5=Sangat setuju)”

Basis: Seluruh responden (n=469)

1 2 3 4 5
Menghentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh 

korporasi dan pidanakan korporasi pembakar hutan dan cabut ijinnya
0.2 0.9 13.0 14.9 71.0

Menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM; termasuk yang duduk 

di lingkaran kekuasaan; Pulihkan hak-hak korban segera
2.3 3.6 16.0 18.3 59.7

Menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU pertanahan, RUU 

pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan
3.0 4.1 17.7 16.8 58.4

Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera 1.7 6.6 20.5 20.0 51.2

Membatalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR 3.0 4.9 23.9 18.3 49.9

Menghentikan kriminalisasi aktivis 3.4 4.5 19.4 23.2 49.5

Menolak TNI & Polri menempati jabatan sipil 5.3 10.2 23.2 20.3 40.9

Tingkat Kesetujuan
Tuntutan



Persepsi Isu
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“Apakah Bapak/Ibu setuju:”

Basis: Seluruh responden (n=469)

12,8

13,9

22,2

40,3

70,1

45,8

33,9

15,4

17,1

40,3

43,9

44,3

Ancaman sanksi Menristekdikti terhadat Rektor yang
mengizinkan mahasiswa turut dalam demonstrasi

Jika Ananda Badudu memang seharusnya ditangkap dengan tuduhan
mentransfer sejumlah dana untuk aksi demo mahasiswa

Jika Dandhi DL memang seharusnya ditangkap dengan tuduhan menebarkan
kebencian berdasarkan SARA melalui media elektronik, terkait kasus Papua

Jika unggahan video akun resmi TMC Polda Metro Jaya tentang ambulan milik
Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin

adalah penyebaran berita bohong/hoax

YA
TIDAK

BERPENDAPAT
TIDAK



Kepercayaan Terhadap Lembaga
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“Dari skala 1-5, 1 = sangat tidak percaya, 5 sangat percaya, Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap lembaga-lembaga di bawah ini?” 

(1=Sangat tidak percaya; 5=Sangat percaya)

Basis: Seluruh responden (n=469)

1 2 3 4 5

KPK 4,7 5,5 17,9 26,7 45,2 4,02

TNI 3,2 9,0 21,1 36,2 30,5 3,82

Presiden 11,1 9,8 28,8 22,4 27,9 3,46

Polri 15,4 13,9 27,5 27,1 16,2 3,15

Partai Politik 19,8 30,5 34,5 9,6 5,5 2,51

DPR 25,4 30,1 30,5 8,7 5,3 2,39

Tingkat Kepercayaan
Lembaga Rata-rata



Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi

Slide 39

46,5

34,3

19,2

Puas Tidak puas Tidak berpendapat

“Secara umum, bagaimana kepuasan Bapak/Ibu dengan kinerja

pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini?”

Basis: Seluruh responden (n=469)

49,5

29,2

21,3

Ya Tidak Tidak berpendapat

“Apakah Bapak/Ibu merasa nyaman berada di bawah kepemimpinan Joko 

Widodo?”

Basis: Seluruh responden (n=469)



Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi
Berdasarkan Kategori Usia & Pemilih Jokowi di Pilpres 2019
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38,5

40,8

52,9

52,8

46,1

37,3

30,0

32,1

15,4

21,9

17,1

15,1

Gen Z: <19 tahun

Gen Y / Milenial: 19 - 38 tahun

Gen X: 39 - 54 tahun

Baby Boomers: >55 tahun

Berdasarkan Kategori Usia

Puas Tidak puas Tidak berpendapat

67,1

21,1
11,8

Puas Tidak puas Tidak berpendapat

Berdasarkan Pemilih Jokowi



Temuan FGD –Demonstrasi (1)

Jokowi yang sebelumnya mengklaim didukung oleh millenials dan anak-anak muda, ternyata pada masa

pemerintahannya menghadapi demonstrasi millenial dan anak-anak muda yang terbesar pasca-reformasi.

Walaupun tidak mengarah pada dirinya, ini adalah PR besar, ternyata tidak ada yang bisa mengontrol mereka.

Tindakan mem-framing demonstrasi dengan asosiasi seperti “Taliban” dan/atau “ditunggangi” oleh pihak pro-

pemerintah malah akan memperkuat solidaritas mahasiswa.

Terdapat dua motif dari setiap social movement yang terjadi dalam beberapa waktu ini yaitu: Keresahan dalam

bidang sosial ekonomi (economical driven) atau kultural (cultural driven). Pada kasus Indonesia beberapa hari ini,

motif paling utama yang paling kentara adalah terkait aspek kultural ketimbang ekonomi. Adanya kesamaan isu yang

menyatu dalam gerakan mahasiswa kali ini, dan kemudian memantik simpati masyarakat dan membesarkan

eskalasi-nya di media sosial maupun pergerakan akar rumput.

Eskalasi awal di kalangan mahasiswa mem-porakporanda-kan justifikasi yang biasanya muncul bahwa generasi Z

dan millenial merupakan generasi yang apolitis. Mereka membawa semangat solidaritas yang tinggi dalam

demonstrasi ini terbentuk melalui media sosial: Instagram dan Twitter.
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Temuan FGD –Demonstrasi (2)

Kekuatan solidaritas anak muda terpotret dalam narasi-narasi yang bermunculan di arena demo juga media sosial.

Terdapat imajinasi yang sangat taktis di kalangan muda akan solidaritas. Kita dapat menegaskan bahwa isu ini

melampaui atau beyond RUU karena fragmen isunya yang sangat banyak, demonstrasi kali ini adalah soal

kebersamaan. Mereka dipersatukan oleh kejengahan yang sama.

Demo kali ini telah berubah menjadi amarah, dendam, kebencian dan amuk terhadap polisi karena beberapa hari ini

cara polisi menghadapi para demonstran seperti menghadapi teroris dimana mereka menangkapi orang-orang

yang di jalan dan yang ikut berdemo. Perlakuan polisi pada massa demonstrasi di Bawaslu lebih prosedural dan

ramah ketimbang demonstrasi mahasiswaHal ini dapat dibaca di lapangan maupun melalui narasi di media sosial.

Sesuatu yang sangat dikhawatirkan apabila amarah ini akan berubah menjadi amarah kepada Negara.

Tingkat kepercayaan Presiden yang berada di urutan ketiga setelah KPK dan TNI harus membuat Presiden mawas

diri, mulai mendengarkan tuntutan masyarakat dan mengabaikan narasi buzzer. Hal yang akan menentukan

keberlanjutan persepsi kepuasan terhadap pemerintahan ini ke depannya.
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